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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

an Daerah di
2004 tentang

angan keadaan,

pemerintahan Daerah. Adapun perubahan kedua ialah dengan di keluarkannya
Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Serangkaian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 beserta perbuhan-

perubahannya tersebut menyebutkan adanya perubhan susunan pemerintahan
1



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

daerah. Susunan pemerintahan daerah kabupaten, DPRD. Pemerintahan daerah
terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah. Pemerintahan

daerah provinsi terdiri atas pemerintahan daerah provinsi dan DPRD provinsi.

3. Pemerintahan daerah dalam

urusan pemerintahan umum yang

menjadi kewenangan presiden dan pelaksanaannya dilimpahkan kepada gubernur

dan buoati/wali kota, dibiayai oleh APBN.

Apalagi untuk perkembangan teknologi yang terjadi saat ini. Para ilmuan

semakin banyak, sehingga ia menciptakan suatulnformasi Teknologi yang cepat,
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akurat, sehingga waktupun tidak akan terbuangsia-sia untuk bisa mendapatkan
pelayanan yang cepat pula.Salah satunya seperti yang akan kita bahas dalam

skripsi ini. Yakni layananyang di lakukan pemerintah,untuk memberikan

kemudahan pada \/ emudi eng ; ber daya pemerintah

Secara €

secara serentak pad 0 erk “; terlambatnya
pengiriman pera eralata Jerekaman berubah
menjadi 18

Urus inta jib non pela berkaitan dengan

h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
i. Perhubungan
J.  Komunikasi dan informatika

k. Koperasi, usaha kecil, dan menengah
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I.  Penanaman modal
m. Kepemudaan dan olahraga
n. Statistik

0. Persandian

pasal 12 ayat

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
penerintahan daerah dikatakan bahwa pemerintahan daerah menyelenggarakan
urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip

otonomi seluas-luasnya sesuai dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
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Kabupaten bengkalis memiliki 11 kecamatan, 19 kelurahan, dan 136 desa
(dari total 166 kecamatan, 268 kelurahan, dan 1591 desa di seluruh Riau). Pada

tahun 2017, jumlah penduduknya sebesar 537.142 jiwa dengan luas wilayah

yir, Bandara
Bengkalis
mempunye Rupat Utara.

Pada UPT an KTP,

PE AN ANNIR AL S

g 3
= tﬁ

UP is pelayanan,

diantaranya

. Pelayanan pindah datang orang asing
9. Penerbitan kartu identitas anak (KIA)
Dalam pembuatan KTP memiliki Prosedur layanan sebagai berikut :
1. Penduduk dating ketempat pelayanan membawa surat panggilan dan surat foto

copy KK.
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2. Mengambil Nomor Antrian.
3. Tunggu pengambilan sesuai nomor antrian.

4. Menuju ke ruangan yang ditentukan.

sdidik ja
10. Proses selesa

melaksanakan
ilakukan secara

kegiatan ad

efektif dan e kecamatan rupat

pelayanan Sipil  hanya
dilaksanakan di Di amun seiring berjalanya
waktu karena meningka puhan penduduk yang tidak

memungkinkan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bengkalis untuk melakukan
berbagai kegiatan pencacatan Administrasi pada Disduk Capil Kabupaten
bengkalis sehingga di bentuklah UPT di masing-masing Kecamatan salah satunya
di UPT Dukcapil Kecamatan Rupat untuk mempermudah masyarakat yang ingin

melakukan berbagai pencetakan Administrasi.
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Dalam pembentuka UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

memiliki dasar hokum Nomor 471/216/ Dukcapil kepada Kepala Dinas

Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia. Melaksanakan amanah Pasal 8 Undang-

No

1 | Batu Panjang

umlah Penduduk Yang
Memiliki Ktp

2,856

2 | Pergam 1779
3 | Terkul 2904
4 | Tanjung Kapal 2481
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5 | Sungai Cingam 1719

6 | Teluk lecah 1692

7 | Makeruh 1088

1. Masih kurangnya persedian blanko yang ada di UPT Dukcapil kecamatan
rupat.

2. Dari gambaran yang dilakukan oleh peneliti dengan hasil wawancara,
salah satu alasan penduduk belum memiliki KTP-el itu karena jangka

waktu penyelesaian yang seharusnya diselesaikan selama 14 hari kerja dan

o]
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penyelesaian dilakukan sejak berkas dinyatakan lengkap tetapi pada

kenyataannya KTP-el itu selesai lebih dari waktu yang ditentukan bahkan

lebih dari 3 bulan.

membuat KTP-el

1.3 Tujuan Penelitian

1. Tujuan penelitian

a. Untuk mengetahui pelayanan dalam pembuatan KTP-el pada UPT
Dukcapil Kecamatan Rupat.

b. Untuk mengetahui hambatan pelayanan KTP-el pada UPT Dukcapil

Kecamatan Rupat.
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2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat teoritis, hasil penelitian ini di harapkan dapat mengacu pada

perkembangan Ilmu Pemerintah menimal dapat memeperkaya

e\ § ok

»
i
| # ¢
Z
7
¢

%

bagi  diri

yang

10
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BAB 11

STRUKTUR KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA BERFIKIR

2.1 Studi Kepustakaan

Menurut Maulidiah (2014;4) pemerintah memiliki tiga fungsi yang hakiki,
yang merupakan penjabatan dari tugas pokok pemerintah, ketiga fungki hakiki
pemerintah tersebut, yakni memberikan pelayanan kepada masyarakat (service),

membudayakan segala potensi yang dimiliki (empowerment), serta melaksanakan

pembangunan (devwlopment).

11
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Sehingga pemerintahan diartikan sebagai segala hak baik berupa

perbuatan, urusan, kegiatan dan sebagainya yang memerintah atau pemerintahan

merupakan suatu perbuatan memerintah yang tidak dapat terlepas dari sebuah

masyarakat

memiliki ke
secara man
Fungsi-fungsi peme ' f gsi pengaturan,

pelayanan,

kekuasaan power yang melekat pada posisi jabatan birokrasi (kaufman dalam

Thoba, 1995;101).
Secara umum tugas pokok pemerintahan menurut Rasyid 2000:13) antara

lain adlah sebagai berikut:

12
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a. Menjaga keamanan Negara dari segala kemungkinan serangan daei luar
dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan di dalam yang dapat

menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara kekerasan.

'ﬁ.‘

]
G
’

i
[
(4

Daerah, merupakan kepala daerah sebagai unsur peyelenggaraan pemerintahan
daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom. Sedangkan pemerintah daerah adalah

penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintahan daerah dan dewan

13
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perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan
prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan.

3. Berdasrjan bunyi Pasal 18 UUD 1945, bisa ditarik benang merah bahwa

intahan wajib dan

menjadi  urudsn

3. E- Government (E-Gov)

Menurut World Bank E-Governmet adalah pemerintahan teknologi
informasi (seperti internet, telepon, satelit) oleh institusi pemerintahan untuk
meningkatkan Kinerja pemerintahan dalam hubungan dengan masyarakat,
komunitas bisnis, dan kelompok terkait. E-Government mengacu pada

14
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penggunaan teknologi informasi oleh pemerintahan, seperti penggunaan internet,

yang mempunyai kemampuan menghubungkan keperluan penduduk, bisni, dan

kegiatan lainnya.

E-Government me : 3 olpgi informasi yang

ana berbagai aspek good

governace dapat diartikan secara relative lebih mudah.

3. Pelayanan publik melibatkan kepentingan semua unsur

ketatapemerintahan.

15
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Manfaat E-Government, Implemetasi e-government memiliki banyak
manfaat khususnya dalam menunjang efektivitas dan efesiensi dalam pelayanan

publik.

perbandingan

ECE

di hubungkan

eadaan dimana

peralatan yang

-\ EL LY

seberapa jauh target Q Q ercapai. Dimana makin
besar presentase target yang .
Menurut Gibson mengatakan bahwa efektifitas adalah suatu penelitian
yang dibuat sehubung dengan presentasi individu, kelompok dan organisasi
(dalam Mawami,2003;40).
Terdapat beberapa cara pengukuran terhadap efektifitas, sebagai berikut:

1. Keberhasilan program

16
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2. Keberhasilan sasaran

3. Kepuasan terhadap program

4. Tingkat input dan outpot

nudah digunakan,

didiversifikasi

keputusan.
7. Penilaian efisensi kinerja merupakan kegiatan yang sifatnya suklikal,
artinya terjadi secara berkala dalam kehidupan kekaryaan seseorang

dalam suatu organisasi.

17
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Menurut Fathoni (2006:29) mengatakan efektifitas adalah pemnfaatan
sumber daya, dana, sarana dan sarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar

ditetapkan sevelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa dengan

.Q.

otonom untuk mengatur

kepenntingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Proses peralihan dan sistem dekonstralisasi ke sistem desentralisasi.
Otonomi adalah pemyerahan urusan pemerintahan pusat kepada pemerintahan

daerah yang bersifat operasional dalam rangka sistem borokrasi pemerintahan.

18



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

Tujuan otonomi adalag mencapai efesiensi dan efektivitas dalam pelayanan

kepada masyarakat.

6. Konsep Pelayanan

(service) ! ice 3 0 G oleh Nugroho
(2003;22)
manfaat yang arka la a hakikatnya tidak
berwujud sg dak j aitkan de ua edangkan menurut
Hardiyansy:

berbentuk set ) apat dimili berlangsung sesaat

memberikan kemudahan dan bantuan kepada masyarakat dalam rangka mencapai
tujuan tertentu.
1. Definisi Pelayanan
Menurut Gronroos (1990:27) Pelayanan adalah suatu aktifitas atau
serangkaian aktifitas yang bersifat tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang

19
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terjadi sebagai akibat adanya intreraksi antara konsumen dengan karyawan atau
hal-hal lain yang disediakan oleh perusahaan pemberi pelayanan yang dimaksud

untuk memecahkan permasalahan konsumen/pelanggan.

mba (1973).P setiap upaya yang

s‘“‘lmgn\‘“% |

.

s
peroranga
bentuk ke
pusat, di d
bentuk barang-‘atau jasa, baik dalam rangka | upaya pemenuhan kebutuhan

masyarakat

membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah di mengerti.

b. Akuntabititas
Dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

c. Kondisional

20
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Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan
dengan tetap berpegang pada prinsip efesiensi dan efektifitas.

d. Partisipasif

Mendorong ma enggaraan pelayanan

<>Vt '@%

RSITAS ISL4p,
\\NE' R@g

harapan

b. Kejelasan
Kejelasan ini mencangkup kejelasan dalam hal :

1. Persyaratan teknis dan administrative pelayanan public

21
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2. Unit kerja atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab
dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian

keluhan/persoalan/sengketa dalam pelaksanaan pelayanan public

dan kepastian

Tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung
lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi
telekomunikasi dan informatika (telematika)

h. Kemudahan Akses

22
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Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah

dijangkau oleh masyarakat dan dapat memanfaatkan teknologi

telekomunikasi dan informatika.

2 output)

i, tetapi dapat

proses pelayanan

. Pelanggan berpartisipasi dalam proses pemberian pelayanan

Keterampilan personel diserahkan atau diberikan secara langsung

kepada pelanggan

. Pelayanan tidak dapat diproduksi secara masal

23
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h. Membutuhkan pertimbangan pribadi yang tinggi dari individu yang

memberikan pelayanan

I. Fasilitas pelayanan berada dekat lokasi pelanggan

d. : ; - emperhatikan kecepatan dan

ketepatan waktu yang sudah ditentukan.

®

Pelanggan setiap saat dapat dengan mudah memperoleh berbagai

informasi yang berkaitan dengan pelayanan secara terbuka.

24
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f. Dalam berbagai kegiatan pelayanan baik teknis maupun administrasi,

pelanggan selalu diperlakukan dengan motto “Costumer is king and

costumer is always right”.

7. Hakekat Pelayanan
a. Meningkatkan mutu dan produktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi

instansi pemerintah dibidang pelayanan umum.

25
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b. Mendorong upaya mengefektifitaskan sistem dan tata laksana

pelayanan, sehingga pelayanan umum dapat diselenggarakan secara

lebih berdaya guns fsn berhasil guna.

pemberian pelayanan
d. Produk pelayanan
Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang

ditetapkan

26
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7. Konsep Pelayanan Publik

Menurut Moenir (2005;5) pendapat lain mengenai definisi pelayanan

publik adalah kegiatansyang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang

bahwa pe
swasta atas

atau tanpa

oleh semua pihak yang membutuhkan.

2. Akuntabilitas, yakni pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

27
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3. Kondisional, yakni pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan

pemberi dan penerima pelayanan.

6. Keseimbang . W pertimbangkan

dibedakan da 1 s ) yang diberikan

lain sebagainya. Selanjutnya pelaya yang diberikan secara orang perorangan,
pelayanan ini meliputi kemudahan dalam memperoleh pemeriksaan kesehatan,
emasuki lembaha pendidikan, memperoleh kartu penduduk dan surat lainnya,

pembelian karcis perjalanan dan sebagainya.

28
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9. Konsep Administrasi Kependudukan
a. Adminstrasi Kependudukan

Dalam peraturan pemerintahan tentang pelaksanaan undang-undang

ELL

v
ﬁ‘
o
g
ang
g
L=

1. Sebagai identitas jati diri

2. Berlaku Nasional, sehingga tidak perlu lagi membuat KTP local untuk
pengurusan izin, pembukaan rekening Bank, dan sebagainya

3. Mencegah KTP ganda dan pemalsuan KTP, terciptanya keakuratan data
penduduk untuk mendukung program pembangunan.

29
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Penerepan KTP berbasis NIK (Nomor Induk Kependudukan) telah sesuai

dengan pasal 6 Pepres No. 26 Tahun 2009 tentang penerapan KTP berbasis

Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional Pepres No. 35 Tahun 2010 tentang

NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi sidik jari telunjuk tangan
kiri dan jari telunjuk kanan penduduk yang bersangkutan.

6. Rekaman seluruh sidik jari tangan penduduk sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan sesuali
dengan peraturan perundang-undangan.
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7. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perekaman sidik jari diatur oleh
peraturan Mentri.

2.2 Penelitian Terdahulu

i ian terdahulu sebagai
S Vapranett '@@ )
al g matis untuk

terdahulu

mengemuka penelitian la nyang relava atan permasalahan
penelitian ] p-konsep, a 1‘ Is¢ elemahan dan
keunggulan - .
belajar dari

kesalahan ya

PERSAMAAN

1 | Ahmad Al Fukron/. ‘ asi pen Kurangnya pelayanan
Kualitas pelayana | yang diberikan petugas
pegawai dalam kepada masyarakat
pembuatan E-Ktp
kabupaten Merangin Dalam  penelitian
ini membahas
hambatan kualitas
pelayanan E-KTP
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1 2

3

4

2 Novi Andi/ Analisis
Kualitas
Pelayanan

Jasa

Lokasi

Penelitian

Kecamatan Metro

utara

Kerangka piker adalah serangkaia

Kurangnya pelayanan
yang diberikan petugas
kepada masyaraka

Jerikan petugas

konsep kejelasan antar konsep tersebut

di rumuskan pleh penelitian didasarkan tujuan pustaka, dan meninjau teori yang di

susun dan hasil-hasil penelitian terdahulu. Kerangka pikir ini sangat di perlukan

untuk menspesifikasikan penelitian, agar tujuan dan maksud dari penelitian ini
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dapat di bahas dengan mudah, dipahami dengan baik, dan mempermudah bagi

peneliti untuk menentukan indicator penelitian.

Gambar 11.1 Kerangka pikir Tentang Efektifitas pelayanan administrasi

5. Kesamaan hak
6. Keseimbangan hak dan
kewajiban

Output penelitian

Rupat
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2.4 Oprasional Konsep

Konsep merupakan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara

abstrak suatu fenomen:

kebutuhan, dan harapan masyarakat.
5. Kesamaan hak yakni pelayanan yang tidak melakukan deskriminasi dilihat

dari aspek apapun khususnya suku, ras, agama, golongan, status sosial.
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6. Keseimbangan hak dan kewajiban  yakni pelayanan yang

mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima

pelayanan publik.

<

pada dasarnya
adalah memuaskan
masyarakat. Dalam
Sinambela (2010;6)

' b. Mudah dan dapat

diakses semua pihak

c. Disediakan secara

memadai

d. Mudah dimengerti

2. Akuntabilitas a. Prosedur sederhana

b. Biaya gratis
c. Dan dapat di
Pertangung jawabkan

3. Kondisional

a. Sesuai kondisi dan
kemampuan pemberi

b. Sesuai kondisi dan
kemampuan penerima
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c. Efesiensi
d. Efektif

1 2 3

4

4. Partisipasi

a. Memperhatikan
aspirasi

‘g erima pelayanan
public
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BAB Il

METODE PENELITIAN

pada saat

diperoleh d

Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis penulis melakukan penelitian ini
disebabkan karena penulis menemukan nya tidak terlaksana dengan baik dalam

memberikan proses Pelayanan Kartu Tanda penduduk (KTP) pada masyarakat
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3.3 Informan

Informan adalah penggambaran dari suatu populasi dengan ukuran yang

dapat diukur, informen_dikumpulkan dengan dan.dihitung dengan statistic,

penelitian 3 K pur : 0 sugiyono, “Teknik
purposive

pertimbang

Tabel 111.1 Ktivits Pelayanan

il Kecamatan

‘2 k!

=z
@]
5| M

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan pengumpulan data,
antara lain:

1. Observasi pengamatan langsung
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Observasi pengamatan langsung merupakan teknik yang dilakukan dengan
menggunakan pengamatan langsung terhadap onjek yang diteliti, guna untuk lebih

mengetahui sejauh mana pelaksanaan Administrasi kependudukan dan Pencacatan

il
.
Viey

kegiatan pe
Quisioner.

3. Do

)

ARALRRNRAEY

Dilal
meliputi su
peraturan-pe

3.5 Jenis dan

1. Data Primer

berkaitan dengan Studi Pelayara U Tanda Penduduk (Ktp) Pada UPT

Dukcapil Kecamatan Rupat.

2. Data Skunder
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Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari pegawai kantor UPT

Dukcapil Kecamatan Rupat. Adapun jenis data sekunder yang dibutuhkan adalah

sebagai berikut:

nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

vViinggu Tahun 2021
Jenis . i Ket
. Desember | Januari | Februari Maret | September | oktober
Kegiatan
112134 (12[3/4/1{2/3/4{1(2|3/4|1/2/3/4/1/2(3|4

Penyusunan
Up X| x| x| X | X x| x| X
Seminar UP X
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Perbaikan
upP

Penelitian
Lapangan
Pengelolaan
data
Bimbi
Skripsi
Ujian
Skripsi
Revisi dan
Pengesaha
Skripsi
Sumber: M

il
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BAB IV

GAMBARAN UMUM

4.1. Gambaran Um bupaten Bengkalis

hutan, hasil perke it, karet : asil-has serta sungai, dan

sebagainya.

Kabupaten Natuna, Kabupaten gingi, dan Kota Batam, maka luas
wilayah Kabupaten Bengkalis menyusut menjadi 11.481,77 Km? dengan jumlah

kecamatan setelah pemekaran sebanyak 8 kecamatan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, Kabupaten

Bengkalis dengan ibu kotanya Bengkalis dipimpin oleh seorang Bupati Kepala
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Daerah tingkat I1l. Kabupaten Bengkalis merupakan wilayah kabupaten yang
terluas Nomor | di Pronvinsi Riau,Provinsi Riau sendiri termasuk salah satu

provinsi paling kaya di Indonesia. Kekayaan nya meliputi hasil pertambanganm

kampung / asrka e ] 78, daerah ini
menjadi te ertemuar aga edag ; arab yang

membawa bz Ja orsa jang-pedagang dari

menyusun kekuatan angkatan perang anjutnya, Raja kecil kerajaan Buantan
yang kemudian disebut kerjaan Siak Pada Tahun 1723. Raja kecil bergeral Sultan
Abdul Jalil Rahmat Syah(1723-1748). Daerah kekuasaan nya meliputi perbatinan
gasib, perbatinan senapelan, perbatinan sejaleh, perbatinan perawang, perbatinan

sakai, perbatinan petalang, perbatinan tebing tinggi, perbatinan senggoro,
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perbatinan merbau, perbatinan rangsang, kepenghuluan siak kecil, kepenghuluan

siak besar.

Saat di dirika a kerajaan siak tersebut,.Bengkalis dan Bukit batu

Datuk 1

jadikan |
kemudian ndahka cota Keresidenan ds s ke Medan. Setalah
itu Bengkalis di ja i c S al akhir kekuasaan

Belanda di | : ( 3 ang gkalis di jadikan

perlawanan yang cukup dahsyat dari masyarakat Bengkalis.

Berikut ini Nama-nama yang pernah menjabat menjadi Bupati di
Kabupaten Bengkalis dari masa ke masa adalah Dr. R. Sumitro (1945-1946) Dt
Ahmad (1946-1949) H. Muhammad (1949-1953) BA. Muktar (1953-1958) Abdul

Syafii (1958-1960) Zalik Aris (1960-1974) Himron Saheman (1974-1979) Ismail
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Yusuf (1979-1984) H. Johan Syarifuddin,SH (1984-1989) M. Azaly Djohan,SH
(1989-1994) H.Fadlah Sulaiman,SH (1995-2000) Drs H. Syamsurizal, MM (2000-

2010) H. Herlian Saleh (2010-2015) Amril Mukminin,SE,MM (2015-2020)

Kotamadyze

ditetapkan, Ka engka ﬁ}' Rupat masih
menjadi  sa < te . diny:e “1 ra Kabupaten

Bengkalis [ ;_ ¢ pat memilik jarak

Rupat.

Kecamatan Rupat merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten

Bengkalis. Luas wilayah Kecamatan Rupat adalah 894,35 km? dengan desa
terluas adalah Makeruh dengan luas 100 km? atau sebesar 16,88% dari luas

Kecamatan Rupat selurunya. Dan desa terkecil adalah Sukarjo Mesim dengan luas
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26 km? atau sebesar 2,91% dari luas keseluruhan. Kecamatan Rupat memiliki 16
desa/Kelurahan tersebut adalah:

1. Batu Panjang

10.
11.
12.
13.
14.

15.

16. Dungun Baru
Luas wilayah Kecamatan Rupat adalah + 896.35 km?. Dengan Desa terluas
adalah Desa Makeruh sekitar +151 km? atau sebesar 16,85% dari luas Kecamatan
Rupat secara keseluruhan. Dan Desa terkecil adalah Desa Pangkalan Pinang

dengan luas + 11 km? atau sebesar 1,23% dari luas keseluruhan.
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Berdasarkan Luas wilayah Kecamatan Rupat berbatas dengan:

a. Sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kota Dumai

> - 0° Lintang
Utara dan * dengan batas

wilayah se

Berdasarkan batas-batas wilayah tersebut di atas Kabupaten Bengkalis
terdiri dari 11 kecamatan yaitu sebagai berikut :
1. Bengkalis
2. Bantan

3. Bukit Batu
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4. Bandar Laksamana

5. Siak Kecil

6. Mandau

7. Bathin Sole

dari status jung Kapal, Batu Panja Terkul, dan Pergam
merupakan kelurahar ) adangk eluk Lecah, Sungai
Cingam, Pangka iri anj : Mesim, Parit
Kebumen, D i T3 ancur _Ja : an Pinang, Dungun

Baru.

Sebelumnya pada tahun 2016 jumlah penduduk di Kecamatan Rupat tercatat
sebanyak 33.470 Jiwa, Tahun 2017 sebanyak 33.919 Jiwa, dan pada Tahun 2018
sebanyak 39.376 Jiwa.

1. Sarana dan Prasarana

48



N ueeyeisndidg

DI disay yepepe fur udwnyo(

ISIIATU

nery wejsy sej

Sarana dan Prasarana berfungsi untuk mempermudah proses kegiatan,

supaya tujuan bersama dapat tercapai. Selain mempermudah, adanya sarana dan

prasarana juga mempercepat proses kerja organisasi atau lembaga. Produktifitas

Sering rusak

Toilet
6

Parkir
7

Layanan Antrian Satu Satu ruangan dengan
8 ruang lain nya.
o Genset Satu

Lemari Arsip Satu

10

Kantin -
11
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Tabel Sarana dan Prasarana di UPT Dukcapil Kecamatan Rupat

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Ruang Laktasi tidak ada dan

pojok Bermain Anak tidak ada ruangan sehingga jika ada antrian ibu-ibu yang

ada pada Desa / Kelurahan di Kecamatan Rupat. Selain itu, Kecamatan Rupat juga
memiliki fasilitas perdagangan yaitu 11 pasar tradisonal 2 swalayan, 246 toko /
warung kelontong serta fasilitas Akomudasi yaitu warung makan dan minum 7
rumah makan dan 6 penginapan.

4. Transpotrasi

50



Alat trasportasi di Kecamatan Rupat melingkupi Transpotrasi darat dn Air
karena wilayah Kecamatan merupakan daerah Daratan, Aliran sungai dan pesisir.
Untuk alat transportasi di wilayah Desa / Kelurahan terdapat 7 yang menggunakan
alat transportasi.darat dan 5..menggunakan-alat transpertasi darat dan air.
Sedangkan untuk alat transportasi antar Desa / Kelurahan hamper semua sudah
bisa menggunakan alat transportasii darat danjair. hanya desa Parit Kebumen dan
Pngkalan Pinang yang menggunakan alat

3. Lambang Kabupaten Bengkalis

a. Rotan melingkar yang berjumlah 17 ruas meningatkan tanggal proklamasi,
dan melambangkan persatuan dan kesatuan penduduk daerah.

b. Perahu layar dengan' layar terkembanf melambangkan sarana utama
perhubungan dan pengambilan hasil laut, berarti lambing wilayah perairan
yang terdiri dari pada laut dan sungai, serta gelombang lima lapis
melambangkan Pancasila

c. Pohon rumbia dan pohon para masing-masing terdiri dari 4 pelepah dan 4
helai daun sehingga berjumlah 8, mengingatkan pada bulan Proklamasi, dan
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melambangkan kesuburan tanah sebagai penghasil pangan yang potensial,

berarti lambing ketahanan pangan dimasa sulit, dan melambangkan

pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan untuk hubungan perdagangan ke

u-

“‘I ;

<
=
»

Kasi Tapem

Sumber: Kantor UPT Duk Capil Kecamatan Rupat

Kasubag Keuangan
& perlengkapan

Kasi tran tibun

Kasi Pelayanan umum
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BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

V.1. Identitas inforn

diperole
penelitia ! ah ah penulis dianggap
memberikan | AN a - ¢ ) pelum penulis
membahas [ 8 entang  Mas liteli am  penelitian ini
mengenai Efe s Pelayanar S ] n.di UPT Dukcapil
Kecamatan Rug | ahulu penulis ure orman sebagai
berikut:

1. Jenis ke
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Tabel 5.1 Identitas Informan Berdasarkan Jenis Kelamin penelitian

tentang Efektivitas Pelayanan Administrasi

DukCapil Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis

No
1
2 Wy
3
e
a
Sumber dari

Berd n tabel d

penelitian Laki- bany.

3 orang. Pada

Dalam sebuah
penelitian selama
Karena jenis kelamin t

penelitian.

2. ldentitas berdasarkan usia

STTAS ISL4
. =

or

Kependudukan di

UPT

batan

e KTP

man responden
puan berjumlah
bang perempuan.
ruh terhadap hasil

jawaban yang benar.

0 r seseorang terhadap suatu

Dalam penelitian ini tingkat umur juga merupakan salah satu dasar penulis

untuk membedakan umur responden yang menjadi penelitian penulis sehingga

dengan adanya perbedaan umur dapat memberikan gambaran dalam mencari
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jawaban dari hasil penelitian penulis. Dari hasil wawancara dilapangan, maka diperoleh

identitas responden penelitian berdasrkan umur.

Tabel 5.2 Umur informan penelian tentang Efektivitas Pelayanan Administrasi

rdasrkan umur

informan di ) ( a pe , an bahwa pada

pekerjaan atau jabatan seseorang perusahaan atau pun kantor-kantor
pemerintahan serta lembaga-lembaga non dapartement. Tingkat pendidikan juga
mempengaruhi cara berfikir seseorang dalam mengambil sebuah keputusan
maupun dalam memberikan pendapat. Maka semakin tinggi tingkat pendidikan

yang dimiliki seseorang maka semakin tinggi pula keahlian dan pola pikir yang
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dimilikinya. Dari hasil penelitian Efektivitas Pelayanan Administrasi
Kependudukan di UPT Dukcapil Kecamatn Rupat dapat di ketahui tingkat

pendidikan responden ini yang masuk dalam ruang lingkup penelitian ini dapat

Pelayanan

Kabupaten

berpendidkan sekolah menengah atas (SMA) dan 3 (tiga) orang berpendidkan

strata 1 (S1).

A. Efektivitas Pelayanan Administrasi Kependudukan di UPT Dukcapil

Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis
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Efektivitas Pelayanan Administrasi Kependudukan merupakan poin
utama yang menyatkan berhasil atau tidaknya suatu program. Dinas

Kependudukan dan Pencacatan sipil Kecamatan Rupat merupakan lembaga public

a secara luas
pelayanan pemohon yang
ingin mem elum mengarah
kepada apa y P. Serta masih

terlihat kura mla te 3 dala dalan alat

Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis, Maka dapat dilihat indikator variabel
berikut ini:
1. Transparansi

2. Akuntabilitas

3. Kondisional
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4. Partisipasi

5. Kesamaan Hak

6. Keseimbangan Hak

transparansi

pembuatan

Kecamatan Rupat sudah diterapkan, karena masyarakat yang membutuh kan
informan pembuatan KTP-el di UPT DukCapil Kecamatan Rupat bisa dating dan
bertanya langsung”. (Ibu Eka Oktariani.PE.S.E di UPT Dukcapil Kecamatan

Rupat)
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Berdasarkan tanggapan dari lbu Eka Oktariani. PE.S.E mengenai
tanggapan nya mengenai:

“pelayanan pembuatan KTP-el sudah dapat di akses dan mudah dimengerti oleh

o
&
I pe
=)
ﬂ?

Anan

nya : “Penyampaian informasi tentang pembuatan KTP-el oleh pihak UPT
disampai kan dengan mudah dimengerti oleh masyarakat, segala tahapan dan
prosesnya di jelaskan dengan baik.”

Penulis melakukan wawancara dengan beberapa masyarakat lain nya yang
mebuat KTP-el dan jawaban nya sama dengan saudari Asri Nofi.
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Jadi dapat di simpulkan dari hasil wawancara yang telah di lakukan oleh
peneliti kepada informan mengenai Efektivitas Pelayanan Administradi

Kependudukan di UPT DukCapil Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis dalam

kepada masyz

Berdasar il Ol ') di Kantor UPT
DukCapil Keca 1 : ‘j ‘- : L alis pa i"Jumat 01 Oktober
2021. Pene jari 1 va
Sejauh ini, penyampaian i Aré 1a erapkan oleh pihak

Kantor UPT E : pat © apa bukti 0 s ai Kantor UPT

s

sesuai dengan peraturan P kuntabllltas merupakan syrat
dasar untuk mencegah penyalah gunaan kekuasaan dan untuk memastikan bahwa
kekuasaan di arahkan untuk mencapai tujuan. Akuntabilitas dalam pelayanan

pembuatan KTP-el berdasarkan wawancara dengan masyarakat yang membuat

KTP-el yang bernama Saudari Dewi Fatimah berikut tanggapan nya:
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“Murut saya prosedur dalam pembuatan KTP-el sederhana tetapi proses
untuk mendapatakn KTP-el sangat lama karena alat untuk merekam data

membuat KTP yang berada di Kantor UPT DukCapil di Kecamatan Rupat sering

emungut biaya

gan ketentuan
TP-el memang

sediakan oleh

di Kecamatan Rupat sangat baik karena pegawai perekam KTP yang ada di UPT
DukCapil Kecamatan Rupat sangat bertanggung jawab terhadap informasi data
masyarakat yang telah melakukan perekaman KTP-el dan mereka tidak memungut
biaya seperpun sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

3. Kondisional
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Kondisional merupakan pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan
kemapuan pemberi dan penerima pelayanan.

Peneliti masih ada nya kendala yang di alami oleh pihak malakukan

“Kami melakukan

n Rupe
‘ﬁ“‘ .& apa memilih

di Kecamatan
Rupat sudah efektif karena pegawai kantor UPT sudah menerapkan Nilai-Nilai

seperti Akuntab : ansi. Pelayanan hu KTP-el di jelaskan

nya tidak bermasalah” (Jumat 01 Oktober 2021)

Berdasrkan hasil observasi yang peneliti lakukan kapada masyarakat di
UPT Dukcapil Kecamatan Rupat Kabaputen Bengkalis pada Hari jumat 01
Oktober 2021 peneliti menyimpulkan bawasanya indikator Kondisonal masih ada
kendala yang di alami oleh pihak UPT Dukcapil Kecamatan Rupat dalam hal
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Sarana dan Prasarana seperti alat perekam KTP yang sering rusak mengakibatkan
proses pembuatan KTP-el mebutuhkan jangka waktu yang lama dan keterbatasan

ruangan yang masih menumpang di Kantor Camat Rupat.

melakukan pelayanan tidak me orang yang berkepentingna tetapi

mereka melakukan nya sesuai dengan urutan antarian yang sudah ada’ (jumat 01

Oktober 2021)

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan kepada masyarakat dan

pegawai Kantor UPT Dukcapil Kecamatan Rupat Indikator partisipasif sudah
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diterapakan dengan baik oleh pegawai kantor UPT Dukcapil Kecamatan Rupat

dapat di buktikan dari hasil wawancara peneliti kepada masyarakat di atas.

5. Kesamaan Hak

saya tidak menemukan adanya pendeskriminasi antara orang satu dengan yang

lain nya. Semua nya dilakukan dengan prosedur yang berlaku”™

Berdasrkan hasil observasi yang penulis lakukan terhadap Kepala Dinas UPT

Kecamatan Rupat dan masyarakat Indikator kesamaan hak sudah dilangkasanakan
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dengan baik, tidak membeda bedakan suku satu dengan yang lainnya. (jumat 01

Oktober 2021)

5. Keseimbagan Hak dan Kewajiban

yang

pelayanan

“Kami tidak membedakan masyarkat yang ah nya 3ngan masyarakat
yang rumah nya dekat kami ima” (jumat 01

Oktober 202

terletak pada keterbatasan nya Blanko yang di dapat dari Kabupaten Bengkalis
untuk keseimbangan hak dan kewajiban masyarakat kami lakukan sesuai dengan
Undang-Undang yang ditetapkan tanpa membedakan masyarakat satu dengan

lainnya yang memiliki jawabatn atau tidak nya” (jumat 01 Oktober 2021)
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Selanjutnya peneliti malakukan wawancara dengan masyarakat Bapak

Sudirman tanggapannya :

“ketika saya melakukan perekaman di Kantor UPT_Dukcapil Kecamatan Rupat

Berdasarl : ervasi ya matan Rupat
01 Oktobe gan hak dan
Kewajiban syarakat dan

pegawai Ka

Efektivitas Pelayanan Administra idukan di UPT Dukcapil Kecamatan

Rupat Kabupaten Bengkalis hal tesebut dapat dilihat sebagai berikut:

1. Hambatan dalam indikator Kondisional yaitu :
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a. Proses dalam pembuatan KTP-el membutuhkan jangka waktu yang
cukup lama, alat perekam yang sering rusak dan keterbatasan

blanko yang di miliki oleh kantor UPT Dukcapil Kecamatan Rupat.
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BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan

prasarana

ada nya ke
menyelesai

Pelayanan

ATAHNAE

A
-,
o ,-
<>

prosedur ya

Transparansi, di lihat dari asytarakat dalam mendapatkanan
informasi yang menyangkut pelayanan pembuatan KTP-el di UPT Kecamatan
Rupat.

2. Akuntabilitas

Dari segi akuntabilitas, pelayanan yang dilakukan oleh aparatur

Pelayanan pada bidang pembuatan KTP-el di UPT Dukcapil Kecamatan Rupat
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Kabupaten Bengkalis sangat baik karena pegawai perekam KTP yang ada di
Kantor UPT Kecamatan Rupat sangat bertanggung jawab terhadap informasi data

masyarakat yang telah melakukan perekaman KTP-el dan mereka tidak memungut

mengakibatka es pemb ') ah yang menjadi

keluhan dari masyara ama R aten ngkalis, akan tetapi

tidak menelantar k jas dan tanggung | '__ pada masyarakat di

hasil wawancara pene Q a dan aparz ur UPT Kecamatan Rupat
LIS N

sudah melayani kebutuhan masyze

5. Kesamaan Hak
Dari segi Kesamaan Hak, aparutur pelayanan pembuatan KTP-el sudah

dilangkasanakan dengan baik, tidak membeda bedakan satu dengan yang lainnya
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dan juga tidak melakukan deskriminasi lainnya, mereka melakukan pelayanan

sesuai dengan antrian yang ada.

6. Keseimbangan Hak dan Kewajiban

Bengkalis. i ang dirasar a ole saat ini yaitu jarak

tempuh lokasi.pe [ el sangat jz ang relatife lama.

B. Saran

peningkatan Sarana prasa a di Kantor UPT Kecamatan Rupat
seperti peningkatan Ruang, pengadaan ruang Laktasi, Ruang Administrasi,
Ruang tunggu tidak disatukan agar kinerja Aparatur lebih Efektif.

2. Peneli juga menyaran kan kepada seluruh unsur dari Aparatur Pelayanan

Pembuatan KTP-el di Kantor UPT Dukcapil Kecamatan Rupat agar dapat
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melakukan efaluasi secara berkala atau minimal satu bulan sekali, agar
dapat menindak lanjuti keluhan-keluhan dari masyarakat.

3. Bagi kalangan masyarakat, peneliti mengharapkan agar masyarakat dapat

DI disay yepepe fur udwnyo(
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